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KINERJA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU
DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh
Ambisi-Abdi/Negara

Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kejahatan Seksual,

Penelitian Ini-bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Kinerja UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru. Kejahatan seksual
tertinggi di Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadikan kota
Pekanbaru sebagal daerah dengan terjadinya kasus kejahatan seksual terbanyak di
Provinsi Riau-dikarenakan kota Pekanbaru merupakan ibu keta Provinsi Riau dan
merupakan jantung Provinsi Riau. . Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi
kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tipe penelitian
ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu alat pengumpulan data yang diperoleh
dari hasil daftar kuisioner yang.kemudian dijadikan bahan utama untuk menganalisis
kondisi empiris dan obyekiifitas ‘keberadaan. tujuan pada lokasi penelitian. Adapun
populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 32 orang. Data yang
dikmpulkan berupa data primer menggunakan teknik daftar kuisioner, data sekunder
menggunakan teknik observasi serta analisa yang digunakan dengan teknik skoring
dengan skala likert. Berdasarkan teknik analisis int peneliti menilai dan
menyimpulkan bahwa «Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kekerasan
Seksual di Kota Pekanbaru dikategorikan Baik.



PERFORMANCE OF INTEGRATED WOMEN'S AND CHILDREN'S
EMPOWERMENT SERVICE CENTER (P2TP2A) OF RIAU PROVINCE IN
HANDLING SEXUAL CRIME CASES IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

By
Ambisi:Abdi Negara

Keywords: Performance, Empowerment of Women and Children, Sexual Crimes;

This study aims to determine and analyze the Performance of the Integrated Service
Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Riau Province in
Handling Sexual Crime Cases in Pekanbaru City. The highest number of sexual
crimes in Riau Province is Pekanbaru City. One that makes Pekanbaru City the most
cases of sexual crimes in Riau Province because Pekanbaru. City is the capital of
Riau Province and is the heart of the Riau Province. The assessment indicators used
include work quality, quantity.of work, performance. of duties.and responsibilities.
This research is a quantitative descriptive survey, which use primary data that
collected by using quisionnaire as the main raw material for analyzing the empirical
conditions and.objectivity of.the existence of objectives at the.research location. The
population and sample in this-study were 32-people. The collected data consist of
primary data by qusionnaire, the secondary data by observation technique and
analysis by scoring technique with a Likert Scale. Types and data collection
techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview
lists and secondary data collected using observation techniques. While the data
analysis technique used is to use a scoring technique with a Likert scale. Based on
this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Performance
of the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) of
Riau Province in Handling Sexual Violence Cases in Pekanbaru City was categorized
as Good.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

yang didasa

ditentukan

o
&
d
Kar

—

titik sentral dari

maksud dan 1 sikannya  setiap 2 “administrasi. Menurut

d

setiap perserikatan

seorang administrator

administrasi  maupun

dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Baik buruknya suatu organisasi salah satunya tergantung dari Kinerja para

pegawai tersebut dan begitu pula dengan yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Riau



dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apakah kinerja daripada P2TP2A Provinsi
Riau sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah

Kinerja dari kataqgob performance atau actual performance (prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang_dicapai_oleh seseorang).yaitu hasil kerja secara

kualitas-dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Indonesia sebagail salah-satunegara yang memiliki potensi dan kekayaan
sumber daya yang sangat besar dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia
yang menjadikan Indonesia sebagal sorotan dunia. Dengan jumlah penduduk yang
besar tentunya Indonesia juga memiliki masalah yang besar pula seperti masalah
kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu
potensinya adalah usaha untuk perlindungan anak. Sebagai salah satu negara besar,
Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang

kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dalam
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undang-undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan di pasal 1 ayat 2 Perlindungan Anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

21 ayat 1 me berkewajiban dan

d

bertanggung jawe s - “ embedakan suku,
agama, ras, golong i in; etni Q status hukum, urutan
Pard
kelahiran, dan k r 4
<

Indonesia (KPAI). Komisi Perlind ak Indonesia adalah Lembaga Independen
yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan
amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka

untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Lembaga independen ini terdiri dari KPAI pusat, KOMNAS PA pusat, KPAID di
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daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ada lagi dari

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kekerasan sering sekali terjadi, salah satunya kekerasan seksual terhadap

ia anak indonesia,

Jkan ratusan kasus

nak dari Komisi
i Riau dari Tahun

No.
1
2
3 2017 116
Jumlah 554

Sumber: Riaupos.co 2021
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Dari tabel diatas menjelaskan dari data KPAI pada tahun 2015 ada 218 kasus
kejahatan seksual, sementara pada tahun 2016 ada 120 kasus kejahatan seksual,

kemudian disusul pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus kejahatan seksual dan

asan seksual menurut
2man (33 persen),
enjadi korban atau

trauma masa Kec pe A ] ersen). Kemudian

adalah Pusat kegiatan Terpadu yang ediakan pelayanan bagi perempuan dan
anak korban kejahatan di Provinsi Riau. P2TP2A Provinsi Riau merupakan salah satu
wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat

yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara

ikut berperanserta secara aktif sesuai dengan kemampuannya.
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Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Riau merupakan cabang atau UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Riau. UPT P2TP2A merupakan salah satu wadah

INAES

o :
&

perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak
kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis
masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi
kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat

pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan
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krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau

bentuk lainnya.

insi Riau Nomor :

Dasar huk qﬁ.ﬂm “\““‘ @.Q

"y
7|

Kpts/69 sat Pelayanan

Terpadu

Adap Pusat Pelayanan

Terpadu nsi Riau sebagai

berikut:

Pelapor s Mediasi Selesai

ﬁ Psikolog

—> | Penyuluh Agama

Pendampingan

—> Pengacara
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Sumber: UPT P2TP2A Provinsi Riau 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur proses pengaduan di UPT P2TP2A

dimulai dari melakukanspengaduan, kemudian assessment kasus, kemudian di seleksi

dan permasalahan
yang menjal h, baik provinsi,

kabupaten d

dan pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Di samping itu, UPT P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan

misalnya untuk mengadakan pelatihan- pelatihan pada kader yang memiliki



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala
bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan

perempuan dan anak dari bentuk- bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan

Provinsi R

Tabel 1.2: Data us ke an Seksual yz P2TP2A Provinsi
No. Jumlah
1 49
2 4
3 36
4 1
5 2
6 Kab. Kampar 6 4 0 10
7 Kab. Kuansing 0 2 5 7
8 Kab. Kep. Meranti 1 0 0 1
9 Kab. Pelalawan 0 1 6 7
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10 Kab. Rokan Hilir 3 15 20 38

11 Kab. Rokan Hulu 6 1 1 8

12 Kab. Siak 0 1 1 2

oleh UPT ovinsi Ria : akhi sampai 2018 ada 49

kasus kej
menunjukke 2017 terdapat 18
kasus, dan kejahatan seksual.

Dimana bis: ‘ )3 ol di- as da C Ipaten/kota bahwa kota

Berikut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di
kota pekanbaru Tribunpekanbaru.com,pekanbaru- Kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. P2TP2A Pekanbaru

mencatat ada peningkatan kasus dari rentang tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu. Data

P2TP2A Pekanbaru, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2014



mencapai 62 kasus. Sedangkan tahun 2015 meningkat jadi 96 kasus. Sempat terjadi
penurunan kasus pada tahun 2016. Saat itu jumlah kasus menurun jadi 63 kasus. Tapi
satu tahun setelahnya malah naik. Pada tahun 2017 meningkat jadi 74 kasus. Jumlah
kasus makin meningkat pada tahun 2018 yakni-mencapai 105 kasus.

Koordinator Divisi Pemulihan Korban Kekerasan P2TP2A Pekanbaru, Herlia
Santi mengatakan bahwa pada-tahun‘ini korban kekerasan kebanyakan adalah anak-
anak. Sesuai laporan yang diterima pihak P2TP2A Pekanbaru, ada 81 anak menjadi
korban kekerasan fisik dan seksual. 24 korban kekerasan lainnya adalah perempuan
"Kasus kekerasan yang mendominasi adalah kasus pencabulan yang capai 45 kasus,"
terang Herlia kepada Tribunpekanbaru.com, Jum‘at (28/12/2018).

Menurut.-Herlia, kasus pencabulan di antaranya kasus kekerasan seksual.
Mirisnya kebanyakan pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban atau
keluarga korban. Sehingga kasus kekerasan seksual pada anak jadi perhatian khusus
bagi P2TP2A. Kasus ini adalah merupakan laporan yang diterima oleh P2TP2A
Pekanbaru. la menyebut kasus ini belum termasuk kasus yang ditangani lembaga
lainnya. Kasus ini sudah ditangani dan terdata di P2TP2A Kota Pekanbaru.

Pada kasus ini penulis'menitik fokuskan penelitian hanya di Kota Pekanbaru,
hal ini dikarenakan kantor UPT P2TP2A Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru.
Kasus kejahatan seksual sudah tidak asing bagi kita mendengarnya di telinga namun
kasus ini sudah pada kondisi darurat dimana terus terjadi yang membuat Kkita miris
yang semestinya mendapat perhatian khusus karena tingginya jumlah korban. Adapun

alasan peneliti memilih kota Pekanbaru karena Riau sempat menduduki peringkat



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kedua terbanyak kasus kekerasan seksual di indonesia pada tahun 2016 dan kota
pekanbaru sendiri menjadi urutan pertama dengan kasus kekerasan seksual terbanyak

dari kabupaten/kota lain.

2. Penanganan Kasus :

a. Fasilitasi dan pendampingan bagi korban/pelaku kekerasan dan
trafficking perempuan dan anak;

b. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan SKPD dan
instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian kasus kekerasan serta
eksploitasi perempuan dan anak.
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UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Riau terdiri dari 2 seksi, diantaranya yaitu Seksi Pengaduan dan Pelayanan,

dan Seksi Penanganan dan Pemulihan. Adapun jumlah seluruh pegawai yang ada di

au, peneliti hanya
an. Adapun alasan
seksi ini sangat
berperan penting dala ‘;: ‘- -L <ejahata sial yang terjadi pada
l : bih jauh mengenai
egawai  dari - seksi
penanganan

Pekanbaru.

Pekanbaru yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau. Dari data kasus
yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau dalam kejahatan seksual
dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Kota Pekanbaru menempati urutan
pertama dengan 43 kasus dari 122 kasus di Provinsi Riau yang merupakan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu kejahatan seksual.
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2. Berdasarkan data dari UPT P2TP2A Provinsi Riau tahun 2015 sampai tahun
2017 jumlah kejahatan seksual di Provinsi Riau meningkat setiap tahunnya,

yang tertinggi yaitu pada tahun 2017 yakni berjumlah 52 kasus.

an lagi.

H, MH selaku
rangnya sumber
I Riau pada seksi

ai tidak maksimal,

Provinsi Riau

Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena diatas sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu :



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

“Bagaimanakah Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual

di Kota Pekanbaru?”

, adapun yang

dan menganalisis
puan dan Anak

seksual di Kota

. Kegunaan Akademis, sebagai bahan masukan atau bahan informasi dan

data sekunder untuk kalangan akademis lainnya.



BAB |1
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan
1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses
pengendalian‘usaha kerja kelompok' orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah
ditetapkan sebelumnya, handri nawawi (dalam Inu Kencana 2003; 5).

Pandangan mengenai ilmu administrasi saat ini semakin berkembang baik dari
segi lokus maupun foksnya. Administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses
kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian 2012;9).

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut
pandang, sehingga menghastlkan_3. pengertiam menurut sudut pandangnya masing-

masing oleh Anggara (2012; 20) yaitu :

a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran,
pengaturan, penentuan tujuan sehinggan pelaksanaan kerja sehingga tujuan
yang dimaksutkan tercapai.

b. Dari sudut fungsi, administrasi. merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar
dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai
administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai
macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas
mengorganisasi, tugas menggerakan, tugas mengawasi, dan sebagainya.

c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-
manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan
kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
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Dari ketiga definisi di atas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang dimaksud
ada dalam administrasi secara luas? adapun orang-orang pengisi orgnisasi yang

dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012; 21) adalah sebagai berikut:

"?llL-

b
3 manajer untuk

Jika me at bahwa hal lebih

A
=) Noh

mengutamal seluruh anggota

organisasi. ebih dominan pada

sifatnya yan

atau pekerjaan itu bisa berjalan baik sesuai dengan yang ingin dicapai.
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat sebagai upaya yang sistematis,

dimulai dari awal proses rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kompenasasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas kinerja organisasi melalui

pengembangan kinerja orang-orang dalam organisasi.

5. Konsep Administrasi Publik

ini, namun pe 2 ahwa ilmu  ti ful-etul sama dengan
ilmu admi
a yang sebaiknya

ic administration

administrasi publik yang selalu berubah dari masa ke masa.

Pada awalnya lokus administrasi publik adalah lembaga-lembaga pemerintahan
(aparatur negara/birokrasi) saja dengan fokus melaksanakan kebijakan-kebijakan

negara/pemerintah. Saat ini lokus dan fokus studi administrasi publik telah bergeser.
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Lokus studi administrasi publik tidak lagi semata-mata hanya pada lembaga-
lembaga/institusi pemerintah (aparatur negara/birokrasi), tetapi juga mecakup

institusi lain yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik seperti

militer, ke entingan (interest group),

‘ ‘ ‘ mm“‘ .e % okusnya tidak

umum atau
Sedangka 1dang P. administrasi publik
didefinisikan seba kesel : i eh seluruh aparatur

pemerintah d

Q @ , oleh karena itu diperlukan
LIS

[

pemahaman terhadap payung akupan mengenai:
a. Aturan kekuasaan dan wewenang organisasi pelayanan publik
b. Norma dan etika aparat pemegang kekuasaan wewenang organisasi

pelayanan publik
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c. Hak-hak publik dalam hubungannya dengan kekuasaan dan wewenang
organisasi dan aparatr pelayanan publik.

Menurut Fahmi (2013; 1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang

erpendapat bahwa

ngan beberapa isu

alam memberikan

organisasi.
8. Konsep Kinerja

Secara etimologi, Kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance).
Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya



yang dicapai oleh seseorang yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuia dengan
tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007)
menyatakan bahwa pada umumnya kinerja.dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja
individu-dan Kinerja organiasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, ‘kinerja adalah
hasil pelaksanaan suatu pekerjaan; baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non
material. menurut Simanjuntak (2005), “kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil
atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu
sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai
atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu’. Foster dan Seeker
(2001) menyatakan bahwa, “kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut
ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan”.

Kinerja individu adalah-bagian hasil dari kerja pegawai baik dari segi kualitas
mapn kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja
organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan_Kinerja kelompok. Adapun
indikator kinerja menurut Prabu Mangkunegara (2009) adalah sebagai berikut :

a. Kualitas kerja adalah seberapa baik.seorang karyawan mengerjakan apa yang
seharusnya dikerjakan.

b. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu
harinya. Kuantitas ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu
masing-masing.

c. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan
pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan.

d. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.



Menurut Mathis dan Jackson (2002) dalam pembahasan mengenai
permasalahan kinerja karyawan maka tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang
menyertai diantaranya:

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis kemempuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (1Q)

dan kemampuan realiti (knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki

IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan sehari-hari, maka akan lebih

mudah dalam_mencapai Kinerja diharapkansOleh karena itu pegawai perlu
ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk sikap seseorang pegawai dalam mengahadapi situasi

kerja.-Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang

terarah. untuk mencapai tujuan kerja. Menurut Sedarmayanti (2007),

instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur

kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu:

1. Prestasi kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara
kualitas maupun kuantitas kerja.

2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis-yang dimilikinoleh pegawai dalam
menjalankan tugas yang dibebankan padanya. Keahlian ini bisa dalam
bentuk kerjasama, komunikasi, nsentif dan lain-lain

3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan
dibawa dalam melaksanakan-tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini
juga mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin.

4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam
memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengordinasikan
pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan
penentuan prioritas.

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang
manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif
bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya ‘“like dan
dislike”, dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini
adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan

personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai
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tersebut. Menurut Dessler (2007) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang
populer, yaitu:

1. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, Kketelitian, keterampilan, dan

2gulasi, dapat

mengevalug by : 210 engembangkan serta

memotivasi pega oeni '-:_ embe mpak yang positif

diambil dari hasil penilaian itu.

B. Kerangka Pikir
Tujuan yang diharapkan adalah Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat melakukan penataan fungsi manajemen



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang baik, yaitu proses kinerja terhadap pengaduan yang masuk dari kekerasan
seksual yang dilakukan pimpinan UPT P2TP2A Provinsi Riau beserta

pegawai/petugas. Selain itu diharapkan dengan adanya Kinerja yang dilakukan UPT

1.1

Pusat Pelayanan
nak (P2TP2A)
atan Seksual di

Mangkunegera

(2009:67)

Sumber: Olahan Penulis 2021
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C. Konsep Operasional

Berikut istilah-istilah konsep operasional yang digunakan agar lebih mudah

untuk dipahami dalam penelitian dan meghindari terjadinya kesalahan dalam

. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana

pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi

penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik,

administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, dan good governance.



https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Good_governance
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. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan

pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan

kedudukannya.

bagaimana melaksanakan

terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma
(trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center),
pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK),

rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
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10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

an hubungan seksual
ak (kecuali dalam
edis), melihat alat
5 non-seksual seperti

anak untuk

13. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu
harinya. Kuantitas ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu
masing-masing. Kuantitas juga berhubungan dengan jumlah.

14. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan

pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan.


https://id.wikipedia.org/wiki/Seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi_anak
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15. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dalam

menanggung segala resiko yang terjadi.
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Konsep Pengukuran

Kinerja Baik
adalah
hasil kerja
secara
kualitas
dan
kuantitas
yang
dicapai
oleh
seorang
pegawai
dalam
melaksana
kan
tugasnya
sesuai
dengan
tanggung
jawab

yang

Cukup Baik

Tidak Baik

Baik

UPT P2TP2A dalam | CukuP Baik
menangani kasus Tidak Baik
kejahatan seksual

2. Produktifitas
pegawai UPT
P2TP2A dalam
menangani kasus
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diberikan
kepadanya
. Anwar
Prabu
Mangkune
gara
(2009;67).

Baik (2 Skor), dan yang terakhir adalah Tidak Baik (1 Skor) menggunakan
persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian

setiap indikator. Lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan

dibawah ini

kejahatan seksual

3. Pelaksanaan (1. Bentuk pelayanan
Tugas UPT P2TP2A dalam

Baik
Cukup Baik
Tidak Baik

Baik
Cukup Baik

Tidak Baik




» Ukuran Variabel

Baik . Apabila penilaian terhadap Kinerja UPT P2TP2A

berada pada skala 67-100%

Cukup Bai an i ja UPT P2TP2A

Tidak Ba = 18 aUPT P2TP2A
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2. Kuantitas Kerja
Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas

Kerja berada pada skala 67-100%



Cukup Baik . Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas

Kerja berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas

Baik

Cukup Ba : Apabila f likator Pelaksanaan

Tidak Bai Anab a peni = ada kator Pelaksanaan

DI disay yepepe fur udwnyo(

Cukup Baik : a_pe terhadap indikator Tanggung

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Jawab berada pada skala 34-66%

Tidak Baik . Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung

Jawab berada pada skala 0-33%
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

kuantitatif an pada filsafat

positifisme, el tertentu (Sugiyono,
2009; 72). Jin mengkaji lebih

mendalam ngan yang alami

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu di UPT P2TP2A
Provinsi Riau. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu di Kota Pekanbaru. Adapun

alasan memilih lokasi ini dikarenakan Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu
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Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus
Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru masih kurang baik.

Dan jika dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, hingga saat ini kota

atau subyek yang

an peneliti untuk

)

Perlindungan Anak

dipelajari da . Populasi dalam

penelitian ini
Provinsi Riau, Keg y. an Pegawai UPT P2TP2A

Provinsi Riau.

tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka
peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono,

2009; 73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang.
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Table 111.1: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi

Riau
No Subjek Penelitian Populasi | Sampel | Persentase
1. | Kepala Din aan 1 100%
Pere in
P
2. 100%
3. |P Pro 100%
4. | Pe a & 100%
100%
Sumber : enulis
D. Teknik
Tek i gr{qé beij"e_]i ' an menggunakan
Teknik Sen na !'u:E:* i 0(?00 sus adalah teknik
penentuan s ar inya seluruh populasi
dijadikan sa ' ini d’da p ya sedikit, sehingga
) KANBA
dapat dijangka F AT
Dalam p eknik kuesioner yang
o L]
ditujukan kepada se I Riau, yaitu berjumlah 10
orang. Selanjutnya untuk aan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Riau dan Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, peneliti menggunakan

teknik wawancara dalam mengumpulkan data.
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E. Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi

yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai

berikut :
a.

il pengamatan
penelitian dihadapi atau
diperoleh alu an pe 0 okasi penelitian untuk
mendapatka - D : d ah yang diteliti, yaitu
langsung mewsa ara j' ; -H N Pe an dan Perlindungan
Anak Provi Kepal 1 ». : '_ _. S emudian memberikan
kuisioner ke tuk diisi. Sehingga
diperoleh da

b. DataS
serta keterangan yang
’@ : ung.dengan penelitian ini yaitu UPT
P2TP2A Provinsi Riau. b.‘ ekunder “in deroleh dari Kantor UPT P2TP2A

Provinsi Riau, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh pegawai UPT P2TP2A
Provinsi Riau seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi
atau keterangan yang telah dipublikasikan / ditempelkan di papan / dinding informasi

di Kantor UPT P2TP2A Provinsi Riau.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
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untuk mengabad

lain.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
dengan skala likert.
1. Menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi)
frekuensi dengan data tingkat ordinal.

2. Sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.
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. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert,

digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.

. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran




Tabel 111.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Kinerja Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di
Kota Pekanbaru

No Bulan dan Minggu ke 2019 — 2020
jenis
Legiatan Maret April September Oktober November Desember
A2 N, Y AR niee2e BCR RRET e. | SNa, 2] 3| 41| 234
1 Penyusuna
up
2 Seminar up
3 Revisi up
4 Revisi
kuisioner
5 Rekomend
asi survey
6 Survey
lapangan
7 Analisis
data
8 Penyusuna
n laporan
penelitian
skripsi
9 Konsultasi
revisi
skripsi
10 Ujian
skripsi
11 Revisi
skripsi
12 Pengganda
an skripsi

Sumber: olahan penulis, 2021
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum.Binas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

jlan untuk saling

melengkapi de

terjadi saat ini
terdapat ° : erer ana perempuan
mendapatka
1945, GBHN, dan a R : b. : '__. uku e patkan perempuan

dan anak se

kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah
dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.
Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah

Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian
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berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang

Pembentuka
Pembe

mengucapka

A A
—
[ab]
wn
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[e}]
>
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=

secara tegas
tersendiri. U

presiden juga daf
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maksimal 34 kemente ... ‘
Kementerian yang me : san erintahan selain yang nomenklatur
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh

presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut

dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk
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pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan
keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk

B. Gambaran

Provinsi Ria

erlindungan Anak

dan Perlindungan

Provinsi Riau menetapkan visi da dagai berikut :
Visi :
“TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DAN

TERLINDUNGINYA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK”



Misi :

=

Meningkatkan kualitas hidup dna peran perempuan dalam pembangunan;

2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala
tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;

3. Meningkatkan.peran serta masyarakat dalamspembangunan pemberdayaan
perempuan-dan anak;

4. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan

Keadilan Gender.

Tujuan :
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau:

1. Meningkatkan kualitas  perlindungan hak perempuan, pelayanan,

pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO.

Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua
anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

4. Meningkatkan Kualitas .PelayananPublik " dan Kualitas Dokumen
Perencanaan.

N

2. Tugas Pokok dan Fungst;Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Riau
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah
Nomor 67 tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

o Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan



pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Sekretaris

Sekretaris«mempunyai-tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi
pada.Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan
Umum

Untuk melaksanakan_tugas sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
di lingkunga Sekretariat;

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesual dengantugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

3) Kepala Subbagian Perencanaan Program

Merencanakan  program/kegiatan dan, ‘penganggaran pada Subbagian
Perencanaan Program;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;

Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari
masing-masing bidang;

Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat
Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Unit Kerja;
Melaksanakan koordinasipenyusunan-Standar Operasional Prosedur;
Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi
musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rapat koordinasi teknis;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Perencanaan Program; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.



4) Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Merencanakan  program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Membagi tugas; memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan _.«di " lingkungan Subbagian® Keuangan, Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan dan aset;
Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

Melakukan pembinaan, =dan, “memberikan  petunjuk teknis pengelolaan
keuangan dan aset;

Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah;

Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada
penguasaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau
pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugt;

Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;

Melaksanakan penyusunan. laporan. perianggungjawaban atas pengelolaan
keuangan dan pencatatan aset;

Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
Melakukan pemantawan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
pada Subbagian Keuangan,\ Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

5) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan program/kegiatan ..dan  penganggaran pada Subbagian
Kepegawaian dan Umum;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

Melakukan fasilitasi administrasi kepegawaian;

Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisisa Beban
Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompentensi, dan
Evaluasi Jabatan;

Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;



Membuat laporan perkembangan pegawai;

Menyelenggarakan urusan kehumasan;

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
Melaksanakan.pengadaan sarana dan prasarana.kantor setelah berkoordinasi
dengan Badan Pengelola.Keuangan dan-Aset Daerah;

Mengumpulkan, -menyusun dan  mengolah bahan data informasi untuk
kepentingan masyarakat;

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,
keindahan, keamanan dan-ketertiban kantor; dan

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

6) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengarusutamaan
Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Ketahanan Keluarga.
Adapun tugas-tugas Kepala Bidang yaitu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan;

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Pemberdayaan Perempuan;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan-pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan’tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

Merencanakan  program/kegiatan...dan  penganggaran pada  Seksi
Pengarusutamaan Gender;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender;

Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan
Gender;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan
Pengarusutamaan Gender;

menyiapkan  koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan
Pengarusutamaan Gender;



Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan
Pengarusutamaan Gender;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring Pengarusutamaan Gender;
Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Pengarus Utamaan Gender;.dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain.yang diberikan.atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

8) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Merencanakan _program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kualitas
Hidup Perempuan;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan;

Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup
perempuan;

Melaksanakan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan kualitas
hidup perempuan;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kualitas
hidup perempuan;

Melaksanakan fasilitasi; sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan kualitas
hidup perempuan;

Melaksanakan  penguatan kelembagaan dan  jejaring kualitas hidup
perempuan;

Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan;
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

9) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketahanan
Keluarga;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan Keluarga;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Ketahanan keluarga;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan ketahanan
keluarga;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ketahanan
keluarga;



Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan
ketahanan keluarga;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring ketahanan keluarga;
Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketahanan keluarga;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi ketahanan Keluarga; dan

Melaksanakan  tugas -kedinasan lain-~yang diberikan sesuai tugas dan
fungsinya.

10) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan ,mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking, dan Seksi Hak
Perempuan Dalam Kondisi Khusus.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang
Perlindungan Hak Perempuan;

2. Penyelenggaraan  koordinasi, fasilitasi dan® memeriksa hasil
pelaksanaan = tugas.. di lingkungan  Bidang = Perlindungan Hak
Perempuan;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuaisdengan tugas yang, telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

11) Kepala Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Merencanakan ‘program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hak
Perempuan dan Kekerasan.Dalam Rumah Tangga;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;

Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak
perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak
perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan hak
perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan hak perempuan dan
Kekerasan Dalam.Rumah Tangga;

Melakukan pemantauan;.evaluasi dan.membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

12) Kepala Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking

Merencanakan  program/kegiatan dan  penganggaran pada  Seksi
Ketenagakerjaan dan Trafficking;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Sekst Ketenagakerjaan dan Trafficking;
Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan
trafficking;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan
ketenagakerjaan dan trafficking;

Menyiapkan  koordinasi dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan
ketenagakerjaan dan trafficking;

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, _distribusi dan™ advokasi kebijakan
ketenagakerjaan dan trafficking;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring ketenagakerjaan dan
trafficking;

Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketenagakerjaan dan
trafficking;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking; dan

Melaksanakan tugas kedinasan. lain.yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

13) Kepala Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hak
Perempuan Dalam Kondisi Khusus;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus;



Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dalam
kondisi khusus;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak
perempuan dalam kondisi khusus;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak
perempuan dalam.kondisi khusus;

Melaksanakan- fasilitasi;. sosialisasi,. distribust danwadvokasi kebijakan hak
perempuan dalam kondisi khusus;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dalam
kondisi khusus;

Melaksanakan pemantauan; ‘penerapan. kebijakan hak perempuan dalam
kondisi Khusus;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

14) Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Anak,
Seksi Tumbuh Kembang Anak, dan Seksi Partisipasi Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program Kkerja dan rencana operasional pada Bidang
Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Tumbuh
Kembang Anak;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

15) Kepala Seksi Perlindungan Anak

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan
Anak;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak;



Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
Meyiapkan  forum koordinasi  penyusunan pelaksanaan kebijakan
perlindungan anak;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan
anak;

Melaksanakan «fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan
perlindungan anak;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penghapusan segala bentuk kekerasan,
pencegahan pornografi dan pornoaksi terhadap anak;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring perlindungan anak;
Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan perlindungan anak;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

16) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tumbuh
Kembang Anak;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak;

Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Tumbuh kembang
anak;

Menyiapkan forum keardinasi penyusunanpelaksanaan kebijakan pemenuhan
hak anak dibidang pengasuhan| alternatif dan pendidikan serta pemnfaatan
waktu luang;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tumbuh
kembang anak dibidang kesejahteraan pendidikan, agama dan kesehatan anak;
Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, advokasi kebijakan tumbuh
kembang anak dan komitmen Kabupaten/Kota layak anak;

Melaksanakan penguatan kelembagaan tumbuh kembang anak;

Melaksanakan pemantauan penerapan.kebijakan tumbuh kembang anak;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

17) Kepala Seksi Partisipasi Anak

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Partisipasi
Anak;



Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Anak;

Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Partisipasi anak;
Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi
anak;

Menyiapkan keordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi
anak;

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan
partisipasi anak;

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait partisipasi anak;
Melaksanakan penguatan-kelembagaan dan jejaring partisipasi anak;
Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan partisipasi anak;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Partisipasi Anak; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

18) Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data

Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Partisipasi L.embaga Masyarakat,
Seksi Data Gender dan Anak, Seksi Informasi dan Publikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program Kkerja dan- rencana operasional pada Bidang
Partisipasi Masyarakat dan Data;

2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Partisipasi Masyarakat dan
Data;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

19) Kepala Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Partisipasi
Lembaga Masyarakat;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat;



Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga
masyarakat;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi
lembaga masyarakat;

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi
lembaga masyarakat;

Melaksanakan  fasilitasi;.. sosialisasi;distribusi dan advokasi kebijakan
partisipasi lembaga masyarakat;

Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring partisipasi lembaga
masyarakat;

Melaksanakan pemantauan ' ‘penerapan. kebijakan partisipasi lembaga
masyarakat;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

20) Kepala Seksi Data Gender dan Anak

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Data Gender
dan Anak;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Data Gender dan Anak;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan ‘pengumpulan, pengolahan,
penyajian data gender,dan anak;

Menyiapkan forum “-kKoordinasi. “penyusunan pelaksanaan kebijakan,
pengumpulan, pengolahan, analisis data gender dan anak;

Menyiapkan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis data gender dan anak;

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi data gender dan anak;
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Data Gender dan Anak; dan

Melaksanakan tugas kedinasan. lain.yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

21) Kepala Seksi Informasi dan Publikasi

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Informasi dan
Publikasi;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Publikasi;



Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan informasi dan publikasi
data gender dan anak;

Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan penyediaan
layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
Menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan informasi,
publikasi data gender dan anak dalam website(e-gov);

Menyiapkan  koordinasi._dan __sinkronisasi pelaksanaan  kebijakan
informasi, publikasi data gender dan anak dalam bentuk website (e-gov);
Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan
penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website
(e-gov);

Menyiapkan bahan.pemberian bimbinganiteknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak
dalam website (e-gov);

Melaksanakan penguatan dan pengembangan jejaring informasi, publikasi
penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
Melaksanakan pemantauan dan analisis penerapan kebijakan penyediaan
layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Informasi dan Publikasi; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

C. Gambaran Umum UPT P2TP2A Provinsi Riau

Pelayanan ldeal Pada UR T /P2TP2A Provinsi Riau
Komprehensif

Holistik

Sesegera mungkin, oleh berbagai multidisiplin & profesional
Dilakukan pada satu tempat (satu atap)

Mudah diakses & selalu sia

Terjaga kerahasiaannya

Semua dilakukan “DALAM LAYANAN TERPADU”

2. Apa Itu UPT P2TP2A Provinsi Riau ?

UPT P2TP2A merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya
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dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperanserta secara
aktif sesuai dengan kemampuannya.
3. Struktur Organisasi UPT P2TP2A Provinsi Riau

Gambar IV.1 : Struktur. Organisasi UPT P2TP2AProvinsi Riau

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) di Provinsi Riau. SK Gubernur Provinsi Riau Nomor KPTS.86 /1/2017

Tanggal 12 Januari 2017
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5. Bentuk Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Riau
Pusat kegiatan terpadu yg menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan di Provinsi Riau terdiri dari pelayanan informasi, konsultasi

LSM/NGO, dan Dunia Usaha.

8. Strategi Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Riau
Menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan cara mengikutsertakan

peran sektor atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam
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pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-harinya, karena pada prinsipnya UPT

P2TP2A dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

9. Orientasi Program dan Kegiatan

aparatur peme 0sIa i dan wo : ada peningkatan
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enuhan hak anak,

LELLILY

perempuan ana : inasi dengan SKPD

dan instansi/Lembz al aia san serta eksploitasi

Sakit /Pusat Krisis Terpadu, Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian), Rumah
Aman/Shelter, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas Sosial (PSBR/RPSA Rumbai,

Tengkuyuk, dll) dan Dinas Pendidikan.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden

menggambarkan

ari jenis kelamin,

No Jenis Kelamin nlah Responden Persentase

1 Laki-laki 13 43%

2 Perempuan 17 57%
Jumlah 30 100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian ini terdiri dari 13
orang jenis kelamin laki-laki (43%) dan 17 orang jenis kelamin perempuan (57%).

Maka dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru didominasi

tingkatan

mempenga

&

responden
berikut :

Tabel V.2 : layanan Terpadu
) Provinsi Riau

Kota Pekanbaru

1 53%

2 3%

3 44%
100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian ini terdiri dari 16
orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (53%), 1 orang memiliki tingkat
pendidikan Diploma (3%), dan tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 13 orang (44%).

Maka dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh tingkat

pendidikan Sarjana dengan persentase 80%.
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3. Tingkat Usia
Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam

bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang

) Provinsi Riau

orang (33%). Maka dapat disimp pahwa responden penelitian ini didominasi

oleh tingkat usia 31-40 tahun dengan persentase 44%.
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B. Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di

Kota Pekanbaru

orang terhadap indikator Kualitas a terdiri dari dua item penilaian yaitu
Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus
kejahatan seksual dan Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban

kejahatan seksual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.4a.
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Tabel V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator
Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Jumlah

10

10

20

) responden, untuk
item Ketelit : P2A dalam melayani pengaduian masyarakat terkait
kasus kejahatan seksua awab plah 10 orang dengan
kejahatan seksual,

kemudian tidak+ ad. an- k S 3 dan P2TP2A tidak

kejahatan seksual, yang menjawab Baik berjumlah 2 orang dengan alasan karena
semua pegawai sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai

dengan waktu yang ditentukan. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 8 orang
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dengan alasan seluruh pegawai sudah cukup loyal, bersungguh-sungguh dalam
bekerja, serta disiplin dalam bekerja.

Untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang

ai  Mengenai
at Pelayanan
P2A) Provinsi

No Jumlah

1 20
2 28

48
Skor Tertingg

Total Skor
Persentase : —— X 100
Skor Tertinggi

48
: —x 100
60

. 80%




Kategori Baik berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa hasil persentase dari tanggapan
responden pegawal mengenaiwindikator Kualitas Kerja wyaitu sebesar 80%. Ini
menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung =oleh: pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang
menyatakan bahwa para pegawai sudah teliti dalam menangani kasus kejahatan
seksual, kemudian tidak ada penghargaan khusus dari pihak lain, dan P2TP2A tidak
membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait prestasi kerja P2TP2A, mereka hanya
fokus melakukan tugasnya masing-masing dengan_baik. Disamping itu semua
pegawai jugasudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai
dengan waktu yang ditentukan. Kemudian seluruh pegawai juga sudah cukup loyal
dan bersungguh-sungguh dalam bekerja melayani masyarakat.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang
responden terhadap indikator Kualitas Kerja yang terdiri.dari dua item penilaian yaitu
Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus
kejahatan seksual dan Loyalitas. pegawai-P2TP2A dalam mendampingi korban
kejahatan seksual dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator
Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru
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Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cukup Baik| Tidak Baik Jumlah
Ketelitian pegawai P2TP2A
dalam melayani pengaduan i i
! masyarakat terkait kasus 20 20
kejahatan seksu
Loyalitas p
2 | dalam a - 20
Kei
40
Sumber : i i
&S <
Be di P2TP2A dalam
melayani r , yang menjawab
Cukup Bai la las udah cukup teliti
dalam men atan al, da dah fokus dalam
melakukan t sing-masing bai
Seda Lo A ndampingi korban
)

kejahatan se

semua pegawai
dengan waktu yan

dengan alasan seluruh

bekerja, serta disiplin dalam bek

Analisis distribusi tanggapan responden pelapor yang berjumlah 20 orang

terdapat pada Tabel V.4d.

Baik berjumlah 13 orang

, bersungguh-sungguh dalam

ngan alasan karena

ng kerja sudah sesuai
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Tabel V.4d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai
Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota
Pekanbaru

Jumlah

40

47

87

Kategori Baik berada pada inte

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil persentase dari tanggapan responden Pelapor
mengenai indikator Kualitas Kerja yaitu sebesar 72%. Ini menunjukkan termasuk

kepada interval “Baik”.



Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari responden Pelapor yang
menyatakan bahwa pegawai P2TP2A sudah cukup teliti dalam menangani kasus
kejahatan seksual, dan mereka juga sudah fokus dalam melakukan tugasnya masing-
masing dengan baik. Kemudian.semua pegawai juga sudah. disiplin dalam bekerja,
datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu
seluruh pegawai juga sudah.cukup flayalk: dan sbersungguh-sungguh dalam bekerja,
serta cukup disiplin dalam bekerja.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Kepala P2TP2A Provinsi Riau,
Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH mengenai indikator Kualitas Kerja dengan pertanyaan
pertama yaitu Bagaimanakah kualitas kerja P2TP2A" dalam menangani kasus
kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Kemudian  pertanyaan kedua adalah,
Bagaimanakah ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat
terkait kasus Kkejahatan seksual? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimanakah
Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual?. Beliau
menjawab :

“Untuk kualitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di

Kota Pekanbaru sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan SOP yang telah. ditetapkan, dimana kami memberikan pelayanan

semaksimal mungkin kepada pelapor dalam hal ini baik korban maupun pihak
lain yang melapor, selain korban kejahatan dalam hal ini masyarakat umum

di Kota Pekanbaru. Kalau untuk penghargaan yang diberikan oleh pihak lain

sebenarnya tidak ada karena tugas kami bekerja disini bukan untuk

memperoleh penghargaan atau sejenisnya, serta kami tidak membutuhkan
pengakuan dari pihak lain terkait prestasi kerja kami. Kami hanya fokus
memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin karena itu
merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Seluruh pegawai yang ada disini

(P2TP2A) menurut saya sudah loyal dalam bekerja, hal itu dapat dilihat dari
kesungguhan dan tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan



pekerjaannya. Disini pegawainya sangat disiplin, mereka masuk dan pulang
sesuai pada waktu yang telah ditentukan”. (Wawancara: Selasa, 1 Oktober
2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM
mengenai indikator Kualitas Kerja.dengan.pertanyaan yaitu;. Bagaimanakah kualitas
kerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru? Dan pertanyaan- kedua “yaitu;  Apa, saran lbu untuk seluruh pegawai
P2TP2A Provinsi Riau agar kinerjanya dalam menangani kasus kekerasan seksual di
Kota Pekanbaru dapat lebih baik lagi kedepannya?. Beliau menjawab:

“Menurut saya pihak kami sudah bekerja dengan baik dalam menangani

kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dan tentunya sesuai SOP yang

berlaku. Tentunya saya berharap kepada seluruh pegawai P2TP2A untuk
melaksanakan tugas-tugasnya semaksimal mungkin dan terus ditingkatkan
lagi, dan juga saya berharap kepada masyarakat agar tidak takut melapor
tentang kekerasan dilingkungan tempat tinggal anda. Mari Bersama-sama
kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami tindakan kekerasan

ternadap perempuan dan anak ”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul
10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sudah bekerja
dengan baik dan tentunya sesuai SOP yang berlaku.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat kualitas kerja P2TP2A di Kota
Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan, pegawai P2TP2A memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada
pelapor dalam hal ini baik korban maupun pihak lain yang melapor, baik korban

kejahatan dalam maupun masyarakat umum di Kota Pekanbaru. Kemudian mengenai
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penghargaan secara simbolis yang diberikan oleh pihak lain kepada P2TP2A Provinsi
Riau tidak ada, karena tugas P2TP2A bukan untuk memperoleh penghargaan atau

sejenisnya, dan P2TP2A juga tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Seluruh

observasi dapat

an Perempuan dan

kasus kejahatan seksual di Kota Pe

Tanggapan responden dari pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10
orang terhadap indikator Kuantitas Kerja terdiri dari dua item penilaian yaitu Lama
waktu yang dibutuhkan dan Produktivitas pegawai P2TP2A. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator
Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cuktp:Baik | Tidak Baik Jumlah

Lama waktu yang dibutuhkan
P2TP2A dalam menangani

L] asus kejahatan seksual di k : : 10
Kota Pekanbaru
Produktivitas pegawai

9 P2TP2A dalam menangani 9 1 { 10

kasus kejahatan seksual di
Kota Pekanbaru

Total 115 5 ; 20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 10 orang responden, untuk item Lama waktu
yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 6 orang dengan alasan karena mereka
dapat menyelesaikan kasus-dengan cepat apabila'pihak terkait bersikap kooperatif.
Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 4 orang dengan alasan penyelesaian
kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif.

Sedangkan item Produktivitas pegawal, P2TP2A dalam menangani kasus
kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 9 orang dengan
alasan karena mereka dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM
yang terbatas. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 1 orang dengan alasan
SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 10 orang, sedangkan kasus yang

ditangani sangat banyak.
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Analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 10 orang

dapat dilihat pada Tabel5.b.

Tabel V.5b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai
inerja Pusat Pelayanan
k (P2TP2A) Provinsi

Indikat uantitas Kerja Terha
Ter, an P
S

Mengenai

eksual di Kota
aik | Jumlah

6

- 26

5 6

- 29

- 55

ang Dinilai

- AS;IRLA
No ‘E;RS
S
1
Lam i
P2TP
1 (
kasus a
Kota = = <
1 — | . b
Produktivitas pe =1 2
P2TP enangani | et
2
kasus al su
Kota P
or 1
Skor Terting en Nﬂaﬁ
Skor Tertinggi |
0
Total S
Persentase . -
Skor Tertinggi
55
. —x 100
60
: 92%

Kategori Baik berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan
responden pegawai mengenai indikator Kuantitas Kerja yaitu sebesar 92%. Ini
menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung..oleh pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang
menyatakan bahwa pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan kasus dengan cepat
apabila pihak terkait bersikap kooperatif, danipenyelesaian kasus bisa menjadi lebih
lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif. Kemudian mereka mengaku
dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas, karena
SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 10 orang, sedangkan kasus yang
ditangani sangat banyak.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang
terhadap indikator Kuantitas Kerja terdiri dari dua item penilaian yaitu Lama waktu
yang dibutuhkan dan produktivitas pegawal P2TP2A. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada TabelV.5c:

Tabel V.5c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator
Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja. Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cukup Baik| Tidak Baik Jumlah

Lama waktu yang dibutuhkan
P2TP2A dalam menangani
kasus kejahatan seksual di
Kota Pekanbaru

9 11 - 20

Produktivitas pegawai
2 | P2TP2A dalam menangani 6 14 - 20
kasus kejahatan seksual di
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| Kota Pekanbaru

Total 15 25 - 40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan diatas dari 20 orang responden, untuk item Lama waktu

1. seksual di Kota

arena mereka

a adap Kinerja Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberday puan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota
Pekanbaru
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Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cukup Baik | Tidak Baik | Jumlah

Lama waktu yang dibutuhkan
P2TP2A dalam.menangani

49

46

95

Sumber : Data Olaha

ﬂ‘\\\‘

Berdasarkan tabel diata ase dari tanggapan responden Pelapor
mengenai indikator Kuantitas Kerja yaitu sebesar 79%. Ini menunjukkan termasuk
kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pelapor yang menyatakan bahwa

pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan kasus dengan cepat apabila pihak terkait



bersikap kooperatif, dan penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak
terkait bersikap tidak kooperatif. Kemudian pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan
banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas. Dan yang menjawab Cukup
Baik berjumlah 14-0rang dengan.alasan SDM.di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 1
orang, sedangkan kasus yang ditangani sangat banyak.

Sementara itu hasil dari: wawancara dengan lbu Hj. Yulhendri, SH, MH
mengenai Indikator Kuantitas Kerja terdiri dari tiga pertanyaan yaitu Bagaimanakah
kuantitas kerja P2TP2A? Berapa lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A?
Bagaimanakah produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan
seksual di Kota Pekanbaru?. Beliau menjawab :

“Kuantitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota

Pekanbaru sudah baik dimana kami- para pegawai dan staf saling

bekerjasama dan juga kami melakukan tugas-tugas sesuai dengan porsi

masing-masing berdasarkan SOP yang telah ada. Untuk menyelesaikan satu
kasus ataupun kasus. lainnya sebenarnya tidak ada batas waktu tertentu,
seluruhnya kondisional-karena. setiap ‘kasus yang dihadapi memiliki tingkat
kerumitan yang berbeda-beda, bagi pihak yang koperatif mungkin waktunya
bisa cepat, namun bagi pihak yang tidak kooperatif bisa jadi lebih lama.

Menurut pengamatan saya berdasarkan kinerja yang telah kami lakukan

dalam hal“ini pegawai sudah produktif, karena disini kami melaksanakan

tugas sesuai dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan
dan rata-rata pegawai selalu melakukan pekerjaannya sampai selesai dalam

memberikan pelayanan. terhadap..masyarakat di Kota Pekanbaru”.
(Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM
mengenai indikator Kuantitas Kerja dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah
kuantitas kerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di

Kota Pekanbaru? Dan pertanyaan kedua yaitu, Menurut Kepala UPT P2TP2A



Provinsi Riau, beliau mengatakan bahwa P2TP2A memiliki hambatan yaitu
kekurangan SDM, sarana transportasi dan anggaran yang terbatas. Bagaimana

menurut Ibu selaku Kepala Dinas PPPA Provinsi Riau?. Beliau menjawab:

“Kuantitas kerja pegawai sudah baik, mereka bekerja sesuai dengan tugas
dan fungsinya masing-masing sesuai SOP yang berlaku. lya benar,
sebelumnya berdasarkan laporan kepala P2TP2A mengatakan hal yang
demikian. Saya selaku:kepala: dinas jPPA sampal saat ini masih terus
berusaha merealisasikan hal tersebut, namun kenyataannya sampai saat ini
masih belum di acc oleh pemerintah provinsi Riau. Mungkin saat ini
pemerintah provinsi sendiri belum menindak lanjutinya sehingga belum
terealisasikan sampai sekarang, mudah-mudahan untuk kedepannya kami
bisa melakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan anggaran dan
juga penambahan sarana transportasi ”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019,
pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas kerja
pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Riau sudah baik, pegawal P2TP2A Provinsi Riau.sudah bekerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai SOP yang berlaku.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat kuantitas kerja P2TP2A dalam
menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, para pegawai dan
staf saling bekerjasama dan para pegawai melakukan tugas-tugas sesuai dengan porsi
masing-masing berdasarkan SOP yang telah ada. Untuk menyelesaikan satu kasus
ataupun kasus lainnya sebenarnya tidak ada batas waktu tertentu, seluruhnya
kondisional karena setiap kasus yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan yang
berbeda-beda, bagi pihak yang kooperatif maka waktunya bisa cepat, namun bagi

pihak yang tidak kooperatif maka selesainya bisa jadi lebih lama. Kemudian para
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pegawai P2TP2A juga sudah produktif, karena mereka melaksanakan tugas sesuai

dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan dan rata-rata pegawai

selalu melakukan pekerjaannya sampai selesai dalam memberikan pelayanan

adalah yang seberapa jauh pegawai UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau mampu menangani kasus kejahatan
seksual di Kota Pekanbaru dengan baik.

Tanggapan dari responden pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10

orang terhadap indikator Pelaksanaan Tugas terdiri dari dua item penilaian yaitu



Bentuk pelayanan P2TP2A dan Bentuk koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan P2TP2A Provinsi Riau seperti yang terdapat

pada Tabel V.6a.

Tabel V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator
Pelaksanaan; Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cukup Baik| Tidak Baik Jumlah

Bentuk pelayanan P2TP2A
dalam menangani kasus

1 kejahatan seksual di Kota o ) j 10
Pekanbaru
Bentuk koordinasi Dinas

9 PPPA dengan P2TP2A dalam 10 y | 10

menangani kasus kejahatan
seksual di Kota Pekanbaru

Total 20 - - 20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat-dilihat bahwa hasil 10 orang responden, untuk item
Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka
memberikan enam layanan pokok yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan
korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan
korban.

Sedangkan item Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam
menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik

berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi secara
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langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga
berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban,

serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya

pegawai yang
adap Kinerja Pusat
) Provinsi Riau
Dalam Penanga JE aru, dapat dilihat pada
Tabel V.6.

Tabel V.6b & gawai Mengenai

Pusat Pelayanan

°2TP2A) Provinsi
““““ Kota
No Jumlah
1 30
2 menangani kasus kejahatan 30
seksual di Kota Pekanbaru
Total Skor 60 - - 60
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
10 x 3
: 30
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi X Jumlah Item Yang Dinilai
30 x 2
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: 60
Total Skor

Persentase — X 100
Skor Tertinggi

menyatakan bahw 2A men an enam laya yaitu pengaduan
masyarakat, penjangkaua : / pingan sementara,

mediasi, dan 1gan-korban. Kemudia elakukan koordinasi

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang
terhadap indikator Pelaksanaan Tugas terdiri dari dua item penilaian yaitu Bentuk
pelayanan dan Bentuk koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (PPPA) dengan P2TP2A Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Tabel V.6.c



Tabel V.6¢: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator
Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cuktp:Baik | Tidak Baik Jumlah

Bentuk pelayanan P2TP2A
dalam-menangani kasus

! kejahatan seksual di Kota 10 10 2 20
Pekanbaru
Bentuk koordinasi Dinas

5 PPPA dengan P2TP2A dalam 10 /2 _ .

menangani kasus kejahatan
seksual di Kota Pekanbaru

Total 20 20 - 40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, untuk
item Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka
memberikan enam layanan” jpokok vyaitu. pengaduan masyarakat, penjangkauan
korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan
korban. Kemudian yang menjawab Cukup Baik berjumlah 10 orang dengan alasan
karena mereka memberikan pelayanan dengan cukup baik.

Sedangkan item Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam
menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik
berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi secara
langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga

berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban,
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serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya
tindakan hukum. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 10 orang dengan

alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik kepada seluruh

Pelapor Mengenai
a Pusat Pelayanan
>2TP2A) Provinsi
Seksual di Kota

No Jumlah

dalam mena
kejahatan
Pekanbaru

PPPA dengan P2

menangani kasus ke

seksual di Kota Pekanba
Total Skor 0 40 - 100

Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi

20 x 3

: 60

Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi X Jumlah Item Yang Dinilai
: 60 x 2
120
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Total Skor
Persentase : —— X 100
Skor Tertinggi

100
. — X 100
120
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berkoordinasi de
serta mereka juga arik o apabila perlu dilakukannya
tindakan hukum.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan lbu Hj. Yulhendri, SH, MH
mengenai indikator Pelaksanaan Tugas, berikut pertanyaan yang ditanyakan

diantaranya yaitu Bagaimanakah bentuk pelayanan serta bentuk koordinasidan

P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Dan Apa



saran lbu untuk seluruh pegawai P2TP2A agar kinerjanya lebih baik lagi
kedepannya?. Beliau menjawab :

“Kami memberikan pelayanan antara lain: pengaduan masyarakat,
penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi,
dan pendampingan korban. Kami_melakukan koordinasi secara langsung
kepada berbagai pihak dalam hal ini seperti instansi lain seperti kepolisian,
dinas sosial, dan juga kami berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan
pendampingan terhadap korban dan kami juga memberikan pendampingan
pengacara apabila perlucdilakukannya tindakan hukum. Saran saya kepada
seluruh pegawaiv:agar lebih giat lagi “dalam bekerja, lebih memberikan
pelayanan yang  lebih prima kepada masyarakat, lebih™ bertanggungjawab
dalam melakukan setiap pekerjaan”. (Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019,
pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM
mengenai indikator Pelaksanaan Tugas dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah
pelaksanaan tugas P2TP2A Provinsi Riau dalam-menangani kasus kejahatan seksual
di Kota Pekanbaru?. Beliau menjawab:

“Menurut saya pelaksanaan. tugas ‘P2TP2A dalam menangani kasus

kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, dimana kami memberikan

enam pelayanan vyaitu: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban,

pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan
korban”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik-kesimpulan bahwa P2TP2A Provinsi
Riau memiliki enam pelayanan pokok yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan
Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan
Korban.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat Pelaksanaan Tugas P2TP2A

dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, P2TP2A



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti

kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan

pendampingan terhadap korban, serta P2TP2A juga memberikan pendampingan

pengacara apabi
Provinsi
Penjang
Pendampi

De
observasi
Anak (P2T
Pekanbaru a
“Baik”, karena P
berbagai pih
psikolog untu
memberikan pen

4. Tanggung Jaw

Tanggung jawab

n.

nya ti
loJaart Kasus, [Pe
at
Ji : _
Dalam Pernga
dari TUhl [ _én:{ne

ro

pinga
aa
o 8

isamping itu P2TP2A
Masyarakat,

ntara, Mediasi, dan

, Wawancara dan
Perempuan dan

n Seksual di Kota
Pelaksanaan Tugas
ecara langsung dengan
rkoordinasi dengan
serta P2TP2A juga

nya tindakan hukum.

alah kesadaran akan kewajiban

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dalam

menanggung segala resiko yang terjadi. Tanggung jawab dalam hal ini adalah

kesanggupan dan kedisiplinan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam bekerja menangani kasus

kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.



Tanggapan dari responden pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10
orang terhadap indikator Tanggung Jawab terdiri dari dua item penilaian yaitu Bentuk
tanggungjawab pegawai P2TP2A dari segi kedisiplinan dan Kesediaan pegawai
P2TP2A dalam mendampingikerban kejahatan-seksual hingga ke pengadilan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel \.7.b berikut ini.

Tabel V.7a: Distribusi Tanggapan. ‘Responden Pegawai Mengenai Indikator
TanggungsJawab Terhadap Kinerja, Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cukup Baik| Tidak Baik Jumlah

Bentuk tanggungjawab
pegawal P2TP2A dalam
1 | menangani kasus kejahatan 10 - - 10
seksual di Kota Pekanbaru
dari segi kedisiplinan

Kesediaan pegawai P2TP2A
dalam mendampingi korban

2 kejahatan seksual hingga ke ' } ) 10
pengadilan
Total 20 - - 20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan: tabel ‘diatas dari 10 orang responden, untuk item Bentuk
tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru dari segi kedisiplinan, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan
alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab
dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing,
serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang

telah ditentukan.
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Sedangkan item Kesediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban
kejahatan seksual hingga ke pengadilan, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang

dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat siap dan

sanggup untuk be gani ‘ an seksual yang ada di
Kota Pe \\“ ...

imlah 10 orang

{2\

Mengenai
Pusat Pelayanan
2TP2A) Provinsi
seksual di Kota

VA

No Jumlah
1 ' 30
4
dari segi I'
Kesediaa
2 kejahatan sek ) 30
pengadilan
Total Skor - 60
Skor Tertinggi : Jumlah Re ertinggi
10 x 3
: 30

Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi X Jumlah Item Yang Dinilai
30 x 2
: 60
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Total Skor

Persentase : — % 100
Skor Tertinggi

nengenai indikator

kepada interval

terhadap indikator Tanggung dari dua item penilaian yaitu Bentuk
tanggung jawab pegawai P2TP2A dari segi kedisiplinan dan Kesediaan pegawai
P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan pada

Tabel V.7.c.



Tabel V.7c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator
Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kategori Penilaian

No Item Yang Dinilai Baik Cuktp:Baik | Tidak Baik Jumlah

Bentuk tanggungjawab
pegawai P2TP2A dalam
1 | menangani kasus kejahatan 7 13 - 20
seksual di Kota Pekanbaru
dari segi kedisiplinan

Kesediaan pegawai P2TP2A
dalam mendampingi korban

2 kejahatan seksual hingga ke 8 12 . 20
pengadilan
Total 15 5 - i

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 20 orang responden untuk item Bentuk
tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota
Pekanbaru dari_segi kedisiplinan, yang menjawab Baik berjumlah 7 orang dengan
alasan karena seluruh pegawai’ P2TP2A-Provinsi Riau sangat bertanggung jawab
dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing,
serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang
telah ditentukan. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 13 orang dengan
alasan karena pegawai P2TP2A sudah cukup bertanggung jawab dalam menangani
kasus kejahatan seksual di Pekanbaru.

Sedangkan item Kesediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban
kejahatan seksual hingga ke pengadilan, yang menjawab Baik berjumlah 8 orang

dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat siap dan
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sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di
Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 12 orang dengan
alasan karena pegawai P2TP2A cukup siap dalam mendampingi korban kejahatan

seksual hingga k

lah 20 orang
dapat dil T.0asITAS IS
Tabel V.7.d: isis ~ Di e por Mengenai
n ja Pusat Pelayanan
e r TP2A) Provinsi
eksual di Kota
r
No i = | _{Bik == k Baik | Jumlah
AT 1 1 5 1
Bentu j e e .
pegawai P2TP2A dala * g
1 | menangani jah - 47
seksual kanb
dari seg inan
Kesedia: NBA
9 dalam m FRS i 48
kejahatan
pengadilan
Tota - 95
Skor Tertinggi : J gi
: 20 x
: 60
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi X Jumlah Item Yang Dinilai
60 x 2
: 120
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Total Skor

Persentase — X 100
Skor Tertinggi

e dari tanggapan

sebesar 79%. Ini

seluruh pegawsa ; 1si Riau sangat awab dalam menangani
kasus kejahatan s : enga nasing, serta pegawai

P2TP2A san

kejahatan seksual hingga sampai ke

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH
mengenai indikator Tanggung Jawab dengan pertanyaan pertama yaitu
Bagaimanakah bentuk tanggungjawab P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan

seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan dan kesanggupan pegawai? Dan



pertanyaan kedua yaitu, Apa saja hambatan P2TP2A dalam menangani kasus
kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Beliau menjawab:

“Seluruh pegawai di P2TP2A sangat bertanggung jawab dalam menangani
kasus kejahatans. seksual sesuai dengan poksinya masing-masing serta
pegawai yang ada disini sangat..disiplin baik. terhadap tugas yang
dilaksanakan. sesuai dengan SOP. Serta seluruh pegawai yang ada disini
(P2TP2A) menurut saya sangat siap dan sanggup untuk bekerja menangani
terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru. Hambatan
yang kami hadapi yaitu,sebenarnya ' kami memerlukan SDM yang jumlahnya
dari yang sekarang,” agar bisa bekerjaslebih maksimal. Selanjutnya
keterbatasan anggaran, keterbatasan transportasi, Itu yang menjadi fokus
utama hambatan kami saat ini. Kemudian hambatan lain adalah saat
menangani pihak yang tidak kooperatif, akibatnya penyelesaian kasusnya
menjadi lebih lama”. (Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50
WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan lbu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM
mengenai indikator Tanggung Jawab dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah bentuk
tanggungjawab P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di

Kota Pekanbaru dari segi kedigiplinan dan kesanggupan pegawai?. Beliau menjawab:

“Tentunya kami bertanggung jawab atas tugas-tugas kami kepada pimpinan
diatas kami yakni Gubernur Provinsi Riau terhadap kinerja kami, dan juga
kami tentunya bertanggung jawab kepada masyarakat yang kami berikan
pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan.SOP yang berlaku, serta disiplin
waktu dalam bekerja yaitu datang-dan pulang dengan tepat waktu sesuai
aturan”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa P2TP2A Provinsi
Riau sangat bertanggung jawab atas tugas-tugas dan kinerjanya kepada pimpinan
diatasnya yakni Gubernur Provinsi Riau, dan P2TP2A Provinsi Riau juga

bertanggungjawab kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan sebaik-



baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu
datang dan pulang kerja dengan tepat waktu sesuai aturan.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat Tanggung Jawab P2TP2A
dalam menangani-kasus kejahatan seksual di-Kota Pekanbaru sudah baik, seluruh
pegawai-di P2TP2A sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan
seksual sesuai.dengan porsinya-masing-masing serta pegawai P2TP2A sangat disiplin
baik terhadap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan SOP. Serta seluruh pegawai
P2TP2A sangat siap dan sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan
seksual yang ada di Kota Pekanbaru, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu datang
dan pulang kerja dengan tepat waktu sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dengan-demikian berdasarkan kuesioner, wawancara-dan observasi maka
dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan
Seksual di Kota Pekanbaru tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator
Tanggung Jawab “Baik”, karena P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggungjawab
kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan
SOP yang berlaku, serta disiplin.waktu dalam bekerja yaitu datang dan pulang kerja
dengan tepat waktu sesuai aturan.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden pegawai P2TP2A terhadap Kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi

Riau dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan
Seksual di Kota Pekanbaru

No Variabel Indikator Persentase

80%

92%

)
Y

. ; ol |
dari responde , TP2/ at Pelayanan Terpadu
Pemberdaya ( < (P2 ' Dalam Penanganan

Kasus Kejahatan Se ‘ d Qf ui bahwa rata-rata

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberda erempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru dapat dilihat

pada tabel V.9 berikut ini :
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Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pelapor Terhadap Kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan
Seksual di Kota Pekanbaru

No Variabel Indikator Persentase

72%

dari respon g tahun 16 : lap at Pelayanan Terpadu
Pemberdaya dar ¢ (P2 ; ' Dalam Penanganan

Kasus Kejahatan Se diketahui bahwa rata-rata

Kinerja Pusat Pelayanan Terpac erdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru berada
dalam kategori Baik. Karena peneliti sendiri sudah melihat langsung bagaimana pihak

P2TP2A ini dalam menyelesaikan kejadian-kejadian ataupun permasalahan mengenai

kejahatan seksual yang terjadi di Kota Pekanbaru.



Dalam mengantisipasi kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, P2TP2A Provinsi
Riau juga mengadakan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat, mahasiswa dan
kepada anak-anak PAUD beserta orang tuanya tentang identifikasi awal terjadinya
kejahatan seksual-dan alur pelaporan atau_pengaduan jika terjadi kejahatan seksual.
Sosialisasi ini biasanya dilakukan di kantor-kantor lurah di Kota Pekanbaru,
kemudian dihadiri oleh kalangan' mahasiswa, seperti BEM kampus, masyarakat,
aparatur pemerintah kelurahan, Duta Kartini, dan forum perempuan. Sosialisasi ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sejak dari dini, sehingga
kedepannya angka kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dapat terus menurun seperti
yang kita harapkan bersama.

P2TP2A" Pravinsi Riau memiliki enam layanan pokok yaitu Pengaduan
Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Sementara,
Mediasi, dan Pendampingan-Korban. Selain itu masyarakat-juga dapat melaporkan
pengaduan kepada P2TP2A Provinsi. Riau melalui media. telepon dan whatsapp
dengan nomor kontak 0811707098. Kemudian P2TP2A Provinsi Riau melakukan
koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak.seperti seperti kepolisian, dinas
sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikelog untuk melakukan pendampingan
terhadap korban, serta P2TP2A juga memberikan pendampingan pengacara apabila
perlu dilakukannya tindakan hukum.

Semua pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Riau tidak dipungut
biaya atau gratis, walaupun sampai penanganan ABH (Anak Berdampingan Hukum).

Dalam menyelesaikan kasus kejahatan seksual, ada beberapa kasus yang tidak selesai,
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hal ini dikarenakan berbagai hal seperti pelapor hanya sekedar melapor dan setelah
itu tidak bisa dihubungi lagi, kemudian ada juga yang didatangi ke rumah pelapor,

namun si pelapor tidak ada di tempat. Sehingga kasus itu ditutup begitu saja tanpa

g dihadapi oleh

sual di Kota

hanya ada agar bisa bekerja

lebih cepat , dan keterbatasan

transportas pihak yang tidak

kooperatif, 3
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

erempuan dan

eksual di Kota

il sudah cukup teliti
P. Disamping itu
ang dan pulang kerja
luruh pegawai juga

bekerja melayani

melakukan pendekatan memberi penjelasan untuk tidak melakukan kejahatan

seksual.



2. Kuantitas Kerja
Berada pada kategori Baik, karena para pegawai UPT P2TP2A sudah

produktif dalam bekerja, UPT P2TP2A dapat menangani banyak kasus meski

UPT P2TP2A
:.E mempengaruhi
-
"g dak aksimal dengan
E - ambah lagi agar
& =
— T 3.
E =, 2A Provinsi Riau
- £
g g ihak seperti seperti
; = kan pendampingan
= p pIng
&= 2 i .
@ = ikan pendampingan
[
:T = \_hukum. Namun juga yang
E :r A adalah masih kurangnya
E tertunda dan kurang maksimal
o
=

Kinerja UPT P2TP2A.

4. Tanggung Jawab
Berada pada kategori Baik, karena UPT P2TP2A Provinsi Riau sangat

bertanggungjawab kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan

sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam
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bekerja yaitu datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan jikalau sampai kejalur hukum harus bisa mendampingi si

korban sampai selesai segala urusannya agar masyarakat tidak ragu meminta

i

|
»;
D

ini adalah

1. Din

Pro

A% SLAE R B

pihak yang tidak kooperatif, sehingga proses penanganan kasus dapat selesai

dengan cepat.
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